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ABSTRAK 
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari 
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan 
sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi 
harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain 
yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini 
akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan 
melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil 
penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam 
pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera 
kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami 
stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan 
kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang 
perampasan aset segera.  
Kata Kunci: Korupsi, Peluang, Perampasan Aset, Tantangan. 
 
I. PENDAHULUAN 
Isu pemberantasan korupsi selalu menarik dalam pembahasan penelitian hukum. Korupsi telah menjangkiti 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga telah menghancurkan peradaban dan pembangunan bangsa. Di 
Indonesia, tonggak berdirinya gerakan melawan korupsi di mulai pada era reformasi yang mengamanatkan adanya 
pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari perilaku korup.  
Pemberantasan korupsi ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang memuat ketentuan sanksi yang memberatkan bagi pelaku tidak pidana 
korupsi, yakni sanksi pidana mati bagi koruptor yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Bersamaan dengan 
itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksanaan 
dalam memberantas korupsi.  
Namun, tidak dipungkiri bahwa beberapa langkah tersebut belum mampu memperbaiki indeks persepsi korupsi 
(IPK) Indonesia. Berdarkan survei yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017, 
skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada angka 37 dan menempati posisi 96 dari 180 negara 
yang dilakukan survei. (Kristian Erdianto, 2019). Jika dibandingkan dengan tahun 2016, skor 37 tersebut tidak 
mengalami perubahan sama sekali.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi masih mengalami berbagai tantangan dan 
hambatan. Hal ini terlihat dengan stagnannya perolehan skor CPI Indonesia yang tidak mengalami peningkatan. 
Oleh karena itu, selayaknya korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, perlu adanya upaya-upaya hukum 
yang tidak biasa dalam hal pencegahan maupun pemberantasan korupsi.  
Sistem dan mekanisme yang ada baik di dalam UU Tipikor maupun peraturan perundang-undangan lainnya, 
hingga saat ini belum mampu mendukung pengembalian harta hasil korupsi. The United Nations Convention against 
Corruption (UNCAC) tahun 2003 mengatur upaya perampasan (pemulihan) aset hasil kejahatan yang telah menjadi 
perhatian dunia. Tindak pidana korupsi bukan hanya saja masalah nasional akan tetapi juga merupakan 
permasalahan Internasional. Tidaklah sedikit aset negara yang dikorupsi yang kemudian dilarikan dan 
disembunyikan pada sentra finansial dinegara-negara maju yang dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku di 
negara tersebut sebagai tempat menyimpan aset hasil korupsi. (Agustinus Pohan, 2008:1). Negara peserta 
penandatanganan UNCAC memiliki keterikatan untuk mendorong dilaksanakannya ketentuan perampasan aset di 
dalam lingkup hukum domestik di negaranya. Perampasan aset diharapkan secara efektif dapat diterapkan untuk 
meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan efek jera.  
Namun tidak dipungkiri bahwa implementasi perampasan aset tidak dapat serta merta dilakukan di masing-
masing negara, termasuk Indonesia. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana baik melalui struktur hukum 
maupun substansi hukumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat pembahasan RUU perampasan aset oleh 
DPR dan Presiden. Butuh politik hukum yang kuat secara bersama-sama agar RUU perampasan aset dapat menjadi 
payung hukum perampasan aset oleh penegak hukum.  
 
II. PERMASALAHAN 
Bagaimana Peluang dan Tantangan RUU Perampasan Aset dalam Memberantas Korupsi di Indonesia?  
 
III. METODE PENELITIAN 
Kajian ini termasuk penelitian doktrinal, yakni penelitian terhadap implementasi ketentuan UNCAC di 
Indonesia untuk melihat tantangan dan isu strategis mekanisme perampasan aset. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mendasarkan pada hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma. Norma dalam hal ini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, 
putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 34). 
Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi inilah yang dinamakan dengan penelitian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter 
preskriptif ilmu hukum, yaitu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru 
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu 
hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan atau 
ditempuh dalam merespons suatu kondisi tertentu. (Peter M Marzuki, 2011:89). 
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Ketentuan Perampasan Aset Saat Ini. 
Meskipun belum dapat berjalan secara efektif, perampasan aset telah lama ada dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Namun ketentuan perampasan aset tersebut, masih menggunakan mekanisme 
konvensional yakni melalui putusan pengadilan. Pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat 
dilihat misalnya dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana 
tambahan. Dari pidana-pidana tambahan yang ada, dapatlah dikatakan bahwa penyitaan atau perampasan oleh 
negara (verbeurdverklaring) adalah paling sering dijatuhkan. Maksud dari perampasan aset dalam pasal 10 
huruf b ini adalah bahwa barang-barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau 
sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, (Pasal 39 ayat (1) KUHP) 
 
dalam hal 
pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapatlah 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) KUHP).  
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat pula definisi mengenai penyitaan 
dan perampasan. KUHAP mendefiniskan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil 
alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak 
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sedangkan 
perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang 
tercantum pada Pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas benda. Berdasarkan 
penetapan hakim, benda hasil dari tindak pidana dapat dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dapat pula 
dibinasakan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai milik negara. (Pasal 156 KUHP). 
Mekanisme perampasan aset juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-
undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada Pasal 18 huruf (a) UU 
Tipikor menyatakan bahwa “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 
milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan 
barang-barang tersebut.” (Pasal 18 huruf a UU Tipikor).  
Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan. Pasal 38 ayat (5) 
UU Tipikor menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal 
tindakan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum adanya putusan 
dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak 
pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap 
barang-barang yang telah disita sebelumnya. (Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor). 
Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat 
(ius constitutum) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui ketentuan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), 
terdapat kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. 
Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formulatif menentukan 
bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu 
secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan 
secara perdata (civil procedure). Adapun ketentuan jalur hukum perdata adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat 
(1) UU TIPIKOR yang menentukan: “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih 
unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara 
Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan 
gugatan.” Pada ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak 
untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”  
Pengaturan ketentuan perampasan aset juga terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak 
ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara 
transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. (Pasal 67 ayat (1) UU Pencucian Uang). 
Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 
penyidik dapat mengajukkan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan sebagai 
aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. (Pasal 67 ayat (2) UU Pencucian Uang).  Pengadilan harus 
memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 67 ayat (3) UU Pencucian Uang). 
 
B. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset  
Kesadaran bangsa-bangsa yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai 
konferensi internasional bersepakat menganggap korupsi sebagai salah satu dimensi baru kejahatan dalam 
konteks pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara pihak penendatanganan dan peratifikasian UNCAC 
sebagaimana diformalkan dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional 
memiliki keterikatan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi 
tersebut. Ikhwal perampasan aset tanpa tuntuan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk 
hukum (RUU) kepada DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis.  
Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum 
terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam 
penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek 
hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan 
terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan 
pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. 
(Refki Saputra, 2017: 118). 
Latar belakang yang mendasari terbentuknya RUU perampasan aset dapat dilihat dalam konsederans yang 
menyatakan bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini 
belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, 
pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong 
terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, maka dirasa perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. UU Perampasan Aset ditujukan untuk 
mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU 
Perampasan Aset telah merubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk 
menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni 
rehabilitasi (rehabilitationist). (Refki Saputra, 2017: 118-119). 
RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan 
Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan 
pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil 
tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan 
dalam hal melacak (tracing), menyita (forfeit) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (confiscate) 
setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.  
Tidak semua aset dapat dilakukan perampasan. Pasal 2 RUU Perampasan aset mengatur bahwa aset yang 
dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, yakni: (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak 
langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, 
orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh 
dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak 
pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4) Aset yang merupakan barang 
temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. (RUU Perampasan Aset).Sementara itu,  ketentuan aset yang 
dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset 
yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam 
hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
Dasar dapat dilakukannya perampasan aset yakni bagi setiap orang yang memiliki Aset yang tidak 
seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak 
dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan RUU 
Perampasan Aset. Aset yang tidak seimbang tersebut dianggap sebagai aset tidak wajar yang dihitung melalui 
total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah. (RUU Perampasan Aset). Pasal 14 RUU 
Perampan Aset mengatur bahwa perampasan aset sendiri dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwanya 
meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwanya diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara 
pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum 
dinyatakan dirampas.  
 
C. Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)  
Berdasarkan tinjauan historis dan perkembangannya, konsep dari perampasan secara in rem lahir dan 
berkembang pada sistem hukum anglo saxon yang terdapat suatu gagasan yang menyatakan “if a “thing” 
offends the law, it may be forfeited to the state” (jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka dapat dikuasai oleh 
negara). (Theodore S. Greenberg, 2019: 18). Bertitik tolak dari pemahaman tersebut konsep hukum in rem, 
memiliki pengertian “suatu penindakan terhadap benda”. Dalam hal pemahaman tersebut maka yang dijadikan 
tujuan penindakan adalah bendanya bukan pelaku pengguna benda atau pemilik benda tersebut. Perampasan in 
rem, juga disebut sebagai perampasan sipil (civil forfeiture), perampasan tanpa pemidanaan (non conviction 
based forfeiture), atau perampasan obyektif (objective forfeiture) di beberapa sistem hukum, adalah sebuah 
tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (persona). (Theodore S. 
Greenberg, 2019: 18). 
Pada Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, menyebutkan bahwa Perampasan In Rem adalah suatu 
tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti 
yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. 
Secara tegas disini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan 
dalam sebuah pengadilan perdata.  
Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana dilakukan murni dalam dugaan 
kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa 
disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari 
mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri 
bukan pelaku. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga 
pelaku) dapat menjadi pihak terkait didalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. (Riset Publik, 
2019). 
Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan menggunakan jalur perdata. Artinya, perampasan 
terhadap aset hasil kejahatan dilakukan tanpa perlu mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku. Artinya, 
konsentrasi penegak hukum hanya kepada asetnya, bukan pelaku. Perampasan melalui jalur perdata ini dipilih, 
karena perampasan pidana yang sudah ada harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Artinya, harus ada 
pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh 
negara.(Riset Publik, 2019). 
Perampasan aset tanpa tuntutan pidana memiliki kelebihan karena mekanisme penegakan hukumnya 
melalui dua jalur, yakni selain dilakukan perampasan aset hasil kejahatan juga dilakukan penuntutan terhadap 
pelaku kejahatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 RUU Perampasan Aset yang menyatakan bahwa 
perampasan Aset tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. 
Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 
dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. 
 
D. Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi 
Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan 
mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa 
proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau 
tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu 
tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat 
implementasi konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntuan 
pidana (non conviction based) sebagai alat atau sarana yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum untuk 
merampas aset hasil korupsi disemua yurisdiksi. 
Bab V UNCAC yang mengatur secara khusus asset recovery (perampasan aset) adalah dasar pemerintah 
dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Bahwa dalam konvensi ini mempunyai prinsip 
dasar bahwa dalam hal perampasan aset negara-negara pihak wajib saling kerja sama dan memberikan bantuan 
dalam hal perampasan aset. (Pasal 51, United Nations Convention Against Corruption).Pentingnya perampasan 
aset bagi negara yang berkembang, didasarkan oleh kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas 
kekayaan negara dimana kekayaan tersebut dilarikan oleh para koruptor. 
Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk 
hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. Jika dilihat secara umum, 
materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum terhadap 
perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan 
hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai 
pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak 
pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak 
dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. (Riset Publik, 2019). 
RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat 
sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana 
(non conviction based forfeiture). Sistem non conviction based forfeiture mempunyai kesempatan yang luas 
untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga 
sebagai sarana (intrumentatalities) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori 
kejahatan serius atau transnational organised crime adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif 
karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama. (Kausar Dwi Kusuma, 
2019: 13). 
Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset 
hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait 
dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan in 
rem telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan 
akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset 
nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak 
membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil 
kejahatan. (Riset publik, 2019).  
 
V.  SIMPULAN  
RUU Perampasan Aset menjadi peluang dalam memberantas korupsi di Indonesia.  Dengan adanya mekanisme 
perampasan aset, maka penegakan hukum pemberantasan korupsi menggunakan dua mekanisme yakni secara penal 
maupun non penal. Hal ini dikarenakan, dengan adanya perampasan aset tanpa melalui tuntutan pidana tidak 
menghilangkan mekanisme penuntutan pidana atas kejahatan si pelaku di pengadilan. Oleh karena itu, dengan 
diimplementasikannya perampasan aset, akan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun 
demikian, tidak dipungkiri terdapat beberapa tantangan dalam penerapan perampasan aset di Indonesia, yakni 
kurangnya perhatian dan keseriusan DPR dan Presiden sebagai pemangku kewenangan pembentuk undang-undang 
dalam mewujudkan landasan yuridis perampasan aset di Indonesia.   
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